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QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 9 TAHUN 2OO8

TENTANG

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN

PEMBENTUKAN GAMPONG DAIAM KOTA LANGSA

EISMILLAHIRRAH MANIRRAH tM

DENGAN RAHMAT ALTAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

bahwa s is tem penyelenggaraan pemer intah Kelurahan t idak sesuai

dengan n i la i -n i la i  yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat

Aceh,  d ipandang per lu  perubahan menjadi  s is tem pemer intahan

Gampong guna meningkatkan penyerenggaraan pemer intahan,

pelaksanaan pembangunan,  dan pelayanan publ ik  guna mempercepat

terwujudnya kesejahteraan masyarakat gampong;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal  267 undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemer intahan Aceh,  per lu  d ihapus

Kelurahan dan d ibentuk Gampong dalam Kota Langsa;

bahwa dengan penghapusan Kerurahan dan pembentukan Gampong

diharapkan akan dapat  mendorong peningkatan pelayanan d ib idang

Pemer intahan,  pembangunan,  dan kemasyarakatan ser ta member ikan

kemampuan dalam pemanfaatan potensi  Gampong;

bahwa berdasarkan per t imbangan sebagaimana d imaksud dalam huruf

a,  huruf  b ,  dan huruf  c ,  per lu  membentuk eanun tentang pengahapusan

Kelurahan dan Pembentukan Gampong d i  Kota Langsa.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah

otonom Propins i  Aceh dan perubahan peraturan pembentukan propins i

sumatera utara (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 1956

Nomor 64,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor

1103) ;

Mengingat

2 .  Undang  . . . .



2. undang-undang Nomor 44 Tahun lggg tentang penyelenggaraan

Keist imewaan Propins i  Daerah ls t imewa Aceh (Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Tahun 1g9g Nomor 172,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 3839) ;

3.  Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota

Langsa (Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 200L Nomor 83,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4110) ;

4.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun zoa4 tentang pembentukan

Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republ ik  lndonesia

Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia

Nomor 4389) ;

5.  undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemer intahan Daerah

{Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2004 Nomor tzs,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  lndonesia Nomor 4437|

sebagaimana te lah d iubah untuk kedua kal i  dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemer intahan Daerah {Lembaran

Negara Republ ik  lndonesia Tahun 2008 Nomor 59,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4844;

6.  undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang per imbangan Keuangan

Pemer intah Pusat  dan Pemer intahan Daerah {Lembaran Negara

Republ ik  Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126,  Tambahan Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4438) ;

7.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemer intahan Aceh

(Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republ ik  Indonesia Nomor 4633) ;

8.  Peraturan Pemer intah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran

Negara Republ ik  Indonesia Tahun 2005 Nomor 158,  Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  S87);

9.  Peraturan Menter i  Dalam Neger i  Nomor 31 Tahun 2006 tentang

Pembentukan,  Pengha pusan,  da n pengga bunga n Kelurahan;

10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003

tentang Pemer intahan Gampong (Lembaran Daerah prov ins i  Nanggroe

Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 18 Ser i  D) ;

l-1. Qanun ,Aceh Nomor 3 Tahun 2oo7 tentang Tata cara pembentukan

Qanun {Lembaran Daerah Prov ins i  Nanggroe Aceh Darussalam Tahun

2007 Nomor 03) .

Dengan  . . . . . .



Menetapkan :

Dengan Persetujuan Bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA TANGSA

dan

WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN:

QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGHAPUSAN KELURAHAN

PEMBENTUKAN GAMPONG DALAM KOTA LANGSA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun in i  yang d imaksud dengan :

1.  Daerah adalah Daerah Kota Langsa.

2.  Pemer intah Daerah Kota yang selanjutnya d isebut  Pemer intah Kota adalan unsur

penyelenggara pemerintahan Daerah kota yang terdir i  atas Walikota dan

Perangkat  Daerah Kota.

Wal ikota adalah Wal ikota Langsa.

Dewan Perwaki lan Rakyat  Daerah Kota yang selanjutnya d isebut  Dewan

Perwaki lan Rakyat  Kota (DPRK) adalah unsur  penyelenggara pemer intahan Daerah

Kota yang anggotanya d ip i l ih  mela lu i  Pemi l ihan Umum.

Dewan Perwaki lan Rakyat  Kota {DPRK) adalah DpRK Kota Langsa.

Perangkat  Daerah Kota Langsa adalah unsur  pembantu kepala Daerah dalam

penyelenggaraan pemer intahan Daerah yang terd i r i  dar i  Sekretar ia t  Daerah Kota

Langsa,  sekretar ia t  DPRK Langsa,  Dinas Daerah,  Lembaga Teknis  Daerah,

Kecamatan dan Gampong.

Kecamatan adalah suatu wi layah ker ja  Camat sebagai  perangkat  Pemer intah Kota

dalam penyelenggaraan Pemer intahan Kecamatan yang d ip impin o leh Camat.

Mukim adalah kesatuan masyarakat  hukum di  bawah kecamatan yang terd i r i  a tas

gabungan beberapa Gampong yang mempunyai  batas wi layah ter tentu yang

d ip imp in  o leh  imuem muk im a tau  nama la in  dan  be rkedudukan  langsung  d i

bawah Camat.

Har ta Kekayaan Gampong adalah har ta kekayaan yang d ikuasai  o leh Gampong

yang ada pada waktu pembentukan Gampong atau nama la in  t idak d iserahkan

kepada Mukim ser ta sumber pendapatan la innya yang sah.
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10.  Gampong atau nama la in  adalah kesatuan masyarakat  hukum yang berada d i

bawah mukim dan d ip impin o leh Geuchik  atau nama la in  yang berhak

menyelenggara ka n urusan ruma h ta  ngga sendi r i .

11 '  Kelurahan adalah wi layah ker ja  Lurah sebagai  perangkat  Kota dalam wi layah ker ja

Kecamatan.

L2.  Musyawarah Gampong adalah permusyawaratan dan permufakatan dalam

berbagai  kegiatan Adat ,  Pemer intahan,  pembangunan dan kemasyarakatan yang

dip impin o leh Geuchik  dan Tuha Peuet  Gampong dan d ihadi r i  o leh lembaga-

lembaga Adat  dan para pemimpin agama d i t ingkat  Gampong.

lmuem Muk im ada lah  Kepa la  Pemer in tah  Muk im.

Reusam Gampong adalah aturan-aturan,  petunjuk-petunjuk,  adat  is t iadat  yang

diundangkan o leh Geuchik  sete lah mendapat  persetu juan dar i  Tuha peuet

Gampong.

l -5 .  Tuha Peuet  Gampong adalah badan permusyawaratan Gampong yang anggotanya

dip i l ih  secara langsung dar i  dan o leh masyarakat  Gampong setempat  yang

terd i r i  dar i  unsur  u lama,  tokoh masyarakat  setempat  termasuk pemuda dan

perempuan,  pemuda adat  dan cerd ik  pandai /cendekiawan yang ada d i  Gampong

yang ber fungsi  mengayomi adat  is t iadat ,  membuat  peraturan Gampong,

menampung dan menyalurkan aspi ras i  masyarakat  setempat  ser ta melakukan

pe ngawasa n seca ra efekti f  terhada p pe nyele ngga raa n Pemeri nta ha n Ga m pong.

16.  Pemer intahan Gampong adalah penyelenggaraan pemer intahan yang

di laksanakan o leh Pemer intah Gampong dan Tuha peuet  Gampong.

17 '  Pemer intah Gampong adalah Geuchik  dan lmam Meunasah beser ta perangkat

Gampong.

18.  Otonomi Gampong adalah kemandir ian dan kemampuan Pemer intah Gampong

beser ta rakyat  setempat  untuk menyelenggarakan Pemer intahan Gampong dalam

rangka mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan berdemokras i  da lam

masyarakat  sesuai  dengan kesadaran dan aspi ras i .

19.  Penghapusan Kelurahan adalah t indakan meniadakan Kelurahan yang ada sebagai

ak ibat  t idak lag i  memenuhi  persyaratan atau per in tah peraturan perundang*

undangan.

Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong,  atau bagian

Gampong yang bersandingan,  atau pemekaran dar i  satu Gampong menjadi  dua

Gampong atau leb ih,  a tau Pembentukan Gampong dar i  wi layah Kelurahan yang

dihapuskan.

Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewaj iban Gampong yang dapat  d in i la i

dengan uang,  ser ta segala sesuatu baik  berupa Lrang maupun berupa barang yang

dapat  . . . . . .
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dapat  d i jad ikan mi l ik  Gampong berhubung dengan pelaksanaan hak dan

kewaj iban tersebut  dan kebutuhan masyarakat  setempat .

BAB II

PENGHAPUSAN KELURAHAN DAN PEMBENTUKAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Penghapusan Kelurahan

Pasal 2

Dengan Qanun in i  Kelurahan sebagai  perangkat  Daerah dalam l ingkungan Kota Langsa

dihapus dan d inyatakan t idak ber laku lag i .

Pasal 3

Kelurahan sebagaimana d imaksud pada pasal  2  terd i r i  dar i  :

a .  Kelurahan Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;

b.  Kelurahan Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota;

c. Kelurahan Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota;

d.  Kelurahan Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota;

e.  Kelurahan Matang Seul imeng Kecamatan Langsa Barat ;  dan

f. Kelurahan Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro.

Pasal 4

Kelurahan yang d ihapus sebagaimana d imaksud pada pasal  2  dan pasal  3  d i jad ikan

Gampong.

Bagian Kedua

Pembentukan Gampong

Pasal 5

Dengan Qanun in i  d ibentuk Gampong dar i  Kelurahan yang d ihapus sebagaimana

dimaksud pada pasal  2  dan pasal  3 .

Pasal 5

Gampong-gampong yang d ibentuk ak ibat  dar i  penghapusan Kelurahan terd i r i  dar i  :

a .  Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota;

b. Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota;

c .  Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota;

d.  Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota;

e.  Gampong Matang Seul imeng Kecamatan Langsa Barat ;  dan

f"  Gampong Paya Bujok Seulemak Kecamatan Langsa Baro.

Pasal  7  . . . . . .



Pasal 7

(1)  Gampong Jawa Kecamatan Langsa Kota sebagaimana d imaksud pada pasal  6  huruf

a,  dengan batas-batas wi layah :

a .  sebelah utara berbatasan dengan Gampong paya Bujok Blang pase;

b.  Sebelah t imur  berbatasan dengan Gampong Jawa Baru;

c .  sebelah se latan berbatasan dengan Gampong Jawa Tengah;  dan

d.  sebelah barat  berbatasan dengan Gampong paya Bujok Tunong.

(2)  cakupan wi layah Gampong d imaksud daram ayat  (1) ,  terd i r i  dar i  :

a .  Dusun  PJKA;

b .  Dusun  Muwah idd in ;

c .  Dusun Mul ia  Antara ;

d .  Dusun Kar t ika,  dan

e.  Dusun Asrama Pol is i .

Pasal 8

t1)  Gampong Peukan Langsa Kecamatan Langsa Kota sebagaimana d imaksud pada

pasal  6  huruf  b ,  dengan batas-batas wi layah:

a.  Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Daulat ;

b .  Sebelah t imur  berbatasan dengan Gampong Blang;

c.  Sebelah se latan berbatasan dengan Gampong Teungoh;  dan

d.  sebelah barat  berbatasan dengan Gampong paya Bujok Blang pase.

(2)  Cakupan wi layah Gampong sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1) ,  terd i r i  dar i  :

a .  Dusun  Teuku  Umar ;

b.  Dusun lskandar  Muda;

c.  Dusun Pasar  Baru:

d.  Dusun Pasar  Inpres;  dan

e .  Dusun  Pasar  Lama.

Pasal 9

(1)  Gampong Paya Bujok Blang Pase Kecamatan Langsa Kota sebagaimana d imaksud

pada pasal  6  huruf  c ,  dengan batas-batas wi layah :

a .  Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Jawa;

b.  Sebelah t imur  berbatasan dengan Gampong Daulat ;

c .  Sebelah se latan berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Blang pase Baru;

dan

d.  sebelah barat  berbatasan dengan Gampong Tualang Teungoh.

(2)  Cakupan wi layah Gampong sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1) ,  terd i r i  dar i  :

a .  Dusun  . . . . . .



a.  Dusun Al -Washl iyah;

b .  Dusun  Bus tanu l  U lum:  dan

c.  Dusun PJKA.

Pasal 10

(1)  Gampong Teungoh Kecamatan Langsa Kota sebagaimana d imaksud pada pasal  6

huruf  d ,  dengan batas-batas wi layah :

a .  Sebelah utara berbatasan dengan Gampong peukan Langsa;

b.  Sebelah t imur  berbatasan dengan Gampong Langsa Lama;

c.  Sebelah se latan berbatasan dengan Gampong Meurandeh;  dan

d.  Sebelah barat  berbatasan dengan Gampong Jawa.

(2)  Cakupan wi layah Gampong sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1)  terd i r idar i  :

a .  Dusun Rumah Potong;

b.  Dusun Timbangan;

c .  Dusun  Perma i :

d.  Dusun Keupula;

e.  Dusun Petua Thaib;

f  .  Dusun Balee Krueng;

g.  Dusun Simpang L ima;

h.  Dusun Blang;  dan

i .  Dusun Tanjung Nga.

Pasal 11.

(1)  Gampong Matang Seul imeng Kecamatan Langsa Barat  sebagaimana d imaksud

pada pasal 6 huruf e, dengan batas-batas wilayah :

a .  Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Sungai  pauh;

b.  Sebelah t imur  berbatasan dengan Gampong Sungai  pauh;

c.  Sebelah se latan berbatasan dengan Gampong Meut ia ;  dan

d.  sebelah barat  berbatasan dengan Gampong Matang seul imeng Baru.

(2)  Cakupan wi layah Gampong sebagaimana d imaksud dalam ayat  (1) ,  terd i r i  dar i  :

a .  Dusun Paya Guru;

b.  Dusun Mancang;

c.  Dusun Keude Hagu;  dan

d.  Dusun Ujong Leung.

Pasal 12

i1)  Gampong Paya Bujok Seuleumak Kecamatan Langsa Baro sebagaimana d imaksud

pada pasal  6  huruf  f ,  dengan batas-batas wi layah :

a .  S e b e l a h . . . . . .



a. Sebelah utara berbatasan dengan Gampong Birem puntong;

b.  Sebelah t imur  berbatasan dengan Gampong Paya Bujok Seulemak Utama;

c.  Sebelah se latan berbatasan dengan Gampong Lhok Kulam; dan

d.  Sebelah Barat  berbatasan dengan Gampong paya Dalam.

{2)  Cakupan wi layah Gampong sebagaimana d imaksud dalam ayat  ( l - ) ,  terd i r i  dar i  :

a .  Dusun  Kurn ia ;

b.  Dusun Rahmat;

c .  Dusun Pahlawan;  dan

d.  Dusun Pase.

BAB III

URUSAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Pasal 13

{ i )  Urusan Pemer intahan yang menjadi  kewenangan Gampong mencakup :

a.  urusan Pemer intahan yang sudah ada berdasarkan hak asal  usul ;

b"  Urusan Pemer intahan yang menjadi  kewenagan Kota yang d iserahkan

peraturannya kepada Gampong;

c.  Tugas pembantuan dar i  Pemer intah,  Pemer intah Prov ins i  dan Pemer intah

Kota; dan

d.  Urusan Penrer in tahan la innya yang o leh peraturan perundang-undangan

diserahkan kepada Ga mpong.

(2)  urusan Pemer intahan yang menjadi  kewenangan pemer intah Kota yang

diserahkan pengaturannya kepada Gampong sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)

huruf  b  adalah urusan Pemer intahan yang secara langsung dapat  meningkatkan

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat .

BAB IV

PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Pengangkatan Penjabat Geuchik dan peresmian Gampong

Pasal 14

(1)  Untuk penama kal i  Wal ikota mengangkat  Penjabat  Geuchik  sebagai

penyelenggaraan Pemerintah Gampong dengan masa jabatan paling lama 1 (satu)

tahun .

(2)  Penjabat  Geuchik  d iusulkan o leh Camat kepada Wal ikota sete lah d ikonsul tas ikan

dengan imuem Mukim dan pemuka masyarakat  setempat .

(3)  Peresmian . , . . . .



{3)  Peresmian Gampong dan pelant ikan Penjabat  Geuchik  d i lakukan o leh Wal ikota

pal ing lambat  3 { t iga)  bu lan sete lah eanun in i  d iundangkan.

Pasal 15

(1)  Penjabat  Geuchik  sebagaimana d imaksud pada pasal  14 ayat  (1)  dan ayat  (2)

mempunyai tugas dan wewenang :

a.  Mempers iapkan st ruktur  dan mekanisme penyelenggaraan pemer intahan

Gampong sesuai  dengan peraturan perundang*undangan ;

b.  Menyelenggarakan Pemer intahan d i  Gampong baru d ibentuk ;

c .  Memfasi l i tas i  pembentukan Tuha peuet  Gampong ;

d.  Memfasi l i tas i  pemi l ihan Geuchik  def in i t i f .

(2)  Penjabat  Geuchik  t idak d iperbolehkan mencalonkan d i r i  sebagai  ca lon Geuchik

dalam proses pemi l ihan Geuchik .

Bagian Kedua

Tuha Peuet Gampong

Pasal 16

(1)  Pengis ian keanggotaan Tuha Peuet  Gampong d i lakukan secara musyawarah

mufakat  warga Gampong yang d i fas i l i tas i  o leh Camat,  lmuem Mukim dan

Penjabat  Geuchik .

(2)  Keanggotaan Tuha Peuet  Gampong d ip i l ih  dar i  Warga Gampong yang memenuhi

persyaratan sesuai dengan peratu ra n pe rundang-unda nga n.

(3)  Jumlah keanggotaan Tuha Peuet  Gampong sesuai  dengan peraturan perundang-

undangan .

(4)  Tuha Peuet  Gampong d i resmikan pengangkatannya o leh Wal ikota atas usul

lmuem Mukim berdasarkan hasi l  musyawarah warga Gampong.

(5) Walikota Langsa dapat mendelegasikan peresmian pengangkatan Tuha peuet

Gampong kepada Camat setempat .

Bagian Ketiga

Pemerintah Gampong

Pasal 17

(1)  Untuk memimpin penyelenggaraan Pemer intahan d i  Gampong d ip i l ih  dan

disahkan Geuchik  def in i t i f ,  sesuai  dengan peraturan perundang-undangan,  pa l ing

lama l -  (satu)  tahun sejak terbentuknya Gampong.

i 2 ) S e b e l u m  . . . . . ,



(2)  Sebelum terp i l ihnya Geuchik  defeni t i f  sebagaimana d imaksud pada ayat  {1) ,

penjabat  Geuchik  sebagaimana d imaksud pada pasal  1 .4 ayat  (1)  dapat

d iperpanjang sampai  terp i l ihnya Geuchik  def in i t i f  a tau d iangkat  orang la in  yang

memenuhi  persyaratan sesuai  dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3)  Penunjukan Penjabat  Geuchik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  adalah yang

memi l ik i  kemampuan dan pengalaman jabatan d i  B idang Pemer intahan ser ta

memenuhi  persyaratan untuk menduduki  ja  bata n i tu .

t4)  Wal ikota dan Camat melakukan pembinaan,  pengawasan,  evaluas i  dan fas i l i tas i

terhadap k iner ja  Penjabat  Geuchik  dalam melaksanakan tugas pemer intahan,

proses pengis ian anggota Tuha Peuet  Gampong dan pemi l ihan Geuchik .

Pasal 18

Pembiayaan pelaksanaan pemi l ihan Geuchik  d ibebankan kepada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Kota.

Pasal 19

{1)  Untuk menyelenggarakan Pemer intahan d i  Gampong sebagaimana d imaksud pada

pasal  6  d ibentuk perangkat  Gampong yang mel iput i  Sekretar ia t  Gampong,  Kepala

Dusun ser ta unsur  perangkat  Gampong sesuai  dengan peraturan perundang-

undangan.

(2)  sekretar ia t  Gampong sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  d ip impin o leh

Sekretar is  Gampong yang d iangkat  o leh Wal ikota dar i  unsur  Pegawai  Neger i  S ip i l

yang memenuhi  syarat .

(3)  Perangkat  Gampong sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  te lah d ibentuk o leh

Penjabat  Geuchik  pal ing lama 6 (enam) bulan se jak tanggal  perant ikan.

BAB V

PERSONIL, ASET DAN DOKUMEN

Pasal 20

(1)  Wal ikota mela lu i  Camat  menginventar isas i ,  mengatur ,  dan melaksanakan

pemindahan personi l ,  penyerahan aset ,  ser ta  dokumen Kelurahan yang

dihapuskan.

(2)  Pemindahan personel  Kelurahan sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  d i lakukan

pal ing lambat  30 ( t iga puluh)  har ise jak d i lakukan penghapusan Kelurahan.

(3)  Personel  Kelurahan yang berstatus Pegawai  Neger i  S ip i l  d ip indahkan menjadi

Pegawai pada Perangkat Daerah Kota Langsa.

( 4 )  P e m i n d a h a n  . . . . . .



{1 )

(2)

{3 )

(1 )

(2 )

(4)

(4)  Pemindahan personel  Kelurahan sebagaimana d imaksud pada ayat  (3)  d i te tapkan

denga n ketentua n peratura n perunda ng-undanga n.

Pasal 21

Aset  dan dokumen Kelurahan yang te lah d ihapuskan sebagaimana d imaksud pada

Pasal  20 ayat  (1)  menjadi  aset  dan dokumen Gampong sebagaimana d imaksud

pada Pasal  6 .

Penyerahan aset  dan dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  d i lakukan

pal ing lambat  6 (enam) bulan se jak pelant ikan Penjabat  Geuchik  yang d i te tapkan

denga n Peratura n Wal ikota.

Aset  dan dokumen sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  dan ayat  (2) ,  mel iput i  :

a .  Barang mi l ik /d ikuasai  yang bergerak dan t idak bergerak dan/atau

dimanfaatkan o leh Pemer intahan Kelurahan sebelum dihapus yang berada d i

wi layah Gampong ak ibat  dar i  penghapusan Kelurahan;

b.  Dokumen dan ars ip  yang karena s i fa tnya d iper lukan o leh Gampong.

BAB VI

PENDAPATAN, ALOKASI DANA GAMPONG,

HIBAH DAN BANTUAN DANA

Pasal 22

Gampong dar i  pembentukan ak ibat  dar i  penghapusan Kelurahan berhak

mendapatkan a lokasi  dana Gampong dar i  Pemer intah Kota sesuai  dengan

peratura n perunda ng-undanga n.

Pemer intah Kota waj ib  member ikan h ibah dan bantuan keuangan kepada

Gampong sela in  dar i  dana a lokasi  Gampong sebagaimana d imaksud pada ayat  {1)

berupa uang untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemer intahan

Gampong sesuai  dengan kemampuan Kota.

t3)  Hibah dan bantuan dana sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  d imula i  se jak

pelant ikan Penjabat  Geuchik ;

Penjabat  Geuchik  menyampaikan real isas i  penggunaan h ibah dan bantuan

keuangan sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  kepada Wal ikota mela lu iCamat;

Penja bat Geuchik menyam paika n lapora n perta nggungjawaba n penggunaan da na

alokasi  dana Gampong,  h ibah dan dana bantuan ser ta pener imaan la innya

sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  dan ayat  (2)  kepada Wal ikota mela lu i  Camat .

(s)

Pasa l  23  . . . . . .



Pasal 23

Penjabat  Geuchik  berkewaj iban melakukan penatausahaan keuangan Gampong sesuai

peraturan peru nda ng-unda ngan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

(1)  Untuk mengefekt i fkan penyelenggaraan Pemer intahan Gampong,  Pemer intahan

Kecamatan dan Pemer intah Kota melakukan pembinaan dan fas i l i tas i  secara

khusus terhadap Gampong hasi l  pembentukan ak ibat  penghapusan Kelurahan

sejak d i resmikan;

(2)  Sete lah 3 ( t iga)  tahun sejak d i resmikan,  Pemer intah Kota melakukan evaluas i

te rhada p penyele ngga raa n Peme rinta ha n Ga m po ng.

(3)  Hasi l  evaluas i  sebagaimana d imaksud pada ayat  (2)  d i jad ikan acuan kebi jakan

lebih lan jut  o leh Pemer intah Kota sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Wal ikota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemer intahan Gampong

dar i  pembentukan ak ibat  penghapusan Kelurahan sesuai  dengan peraturan

perunda ng-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 26

(1)  Sebelum terbentuknya Tuha Peuet  Gampong,  Penjabat  Geuchik  menyusun

Rancangan Peraturan Geuchik  tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Gampong untuk tahun anggaran ber ikutnya.

(21 Rancangan Peraturan Geuchik  sebagaimana d imaksud pada ayat  (1)  d i laksanakan

sete lah d isahkan o leh Wal ikota.

t3)  Proses pengesahan dan penetapan Peraturan Geuchik  sebagaimana d imaksud

pada ayat  (2)  d i laksanakan sesuai  dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Sebelum Gampong hasi l  pembentukan ak ibat  penghapusan Kelurahan menetapkan

Qanun Gampong dan Peraturan Geuchik  sebagai  pe laksanaan Qanun in i ,  semua

peraturan dan Peraturan yang d i te tapkan o leh Kepala Kelurahan sebelum dihapuskan

tetap ber laku dan d i laksanakan o leh Pemer intahan Gampong.

BAB rX  . . . , . .



BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat  ber lakunya Qanun in i ,  semua ketentuan dalam peraturan perundang-

undangan yang berkai tan dengan Penyelenggaraan Pemer intahan Gampong hasi l

pembentukan dar i  penghapusan Kelurahan d isesuaikan dengan eanun in i .

Pasal 29

Hal-hal  yang belum diatur  da lam Qanun in i  sepanjang mengenai  ketentuan

pelaksanaannya akan d i te tapkan kemudian sesuai  dengan ketentuan peraturan

perunda ng-undangan.

Pasal 30

Qanun in i  mula i  ber laku pada tanggal  d iundangkan.

Agar  set iap orang mengetahuinya,  memer intahkan Pengundangan eanun in i  dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan d i  Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2008 M

27 Syawal 1,429 H

Diundangkan d i  Langsa
pada tanggal 27 Oktober 2-008 M

27 Syawal L429H
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